ABSTRAK

Muhamad Nur Al Gifari (1173030056): Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap
Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kab Bandung No 1 Tahun 2019 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan tidak di imbangi dengan
Pertumbuhan penduduk di Kab Bandung sendiri yang semakin cepat tanpa diimbangi
ketersediaan lahan yang ada tentu saja akan menimbulkan berbagai masalah baru.
Masalah tersebut tercipta karena tingginya permintaan lahan untuk dijadikan tempat
tinggal tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan. Implikasinya adalah beralihnya
fungsi lahan yang semula lahan sawah kemudian menjadi kawasan perumahan.

Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui sejauh mana penerapan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 1 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kedua bagaimana kebijakan dinas pertanian dalam
menyikapi permasalahan perlindungan lahan pertanian. Ketiga agar mengetahui
tinjauan siyasah dusturiyah mengenai penerapan peraturan daerah tersebut.

Teori yang digukanan dalam penelitian ini yaitu pertama teori sistem hukum,
teori kelestarian lahan dan teori maslahah mursalah. Semua teori ini digunakan untuk
mengetahui dan mengukur bagaimana implementasi dari penerapan perda kabupaten
bandung no 1 tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
ini lalu bagaimana pandangan siyasah dusturiyah khususnya teori maslahah mursalah
mengenai hal ini.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan
menggunakan data primer sebagai data utama, dengan menginventarisasi hukum yang
berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian. Untuk melengkapi data ditambahkan
dengan data sekunder yang diperoleh melalui hasil studi pustaka baik yang ada dalam
buku ataupun dari media sosial yang dianalisis dengan teori yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2019 ini sejatinya belum terlaksana dengan semestinya dikarenanya penataan
ruang yang belum jelas. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur
mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini mempunyai 11
turunan, yaitu diantaranya 9 Perbup, dan 3 SK Bupati. 2) Dinas Pertanian Kabupaten
Bandung memiliki kebijakan yang fokus pada perlindungan lahan pertanian untuk
menjaga kawasan pertanian agar tidak dialihfungsikan. Maka dari itu dibutuhkan
fasilitas penunjang dalam pelaksanaannya Adapun fasilitas yang dibutuhkan berupa
sarana upaya pemerintah daerah agar memiliki perdes lahan abadi komitmen sehingga
lahan abadi yang telah dihitung dan dicantumkan dalam perdes tidak berkurang setiap
tahunnya. 3) tinjauan teori maslahah mursalah mengenai penerapan peraturan daerah
no 1 tahun 2019 menekankan pentingnya negara dalam melindungi sumber daya alam
dan lahan pertanian untuk kesejahteraan masyarakat . Dalam konteks ini, perlindungan
lahan pertanian oleh Dinas Pertanian belum sepenuhnya belum efisien karena
minimnya sosialisasi terhadap masyarakat luas.
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